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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmad dan

hidayahNya  kami  telah  menyelesaian  Rancangan  Awal  Perubahan  Rencana  Strategis  Dinas

Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten  Situbondo Tahun  2016-2021. Rencana

Strategis  (Renstra)  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Situbondo  ini

adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang berisi  Visi dan Misi Kepala Daerah serta

Tugas  dan  Fungsi  Pokok  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  (DPKP).  DPKP

merupakan  bagian dari  Pemerintah  Kabupaten  Situbondo  yang membidangi perumahan  dan

kawasan permukiman.  Pembangunan  lingkungan  perumahan dan kawasan  permukiman  yang

diarahkan  guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan

penyediaan perumahan, penyediaan sanitasi lingkungan, penataan kawasan kumuh, pemenuhan

akan  penerangan  jalan  dan  penyediaan  sarana  prasarana  lingkungan perkotaan  seperti

tersedianya taman kota.

Rancangan Awal Perubahan Renstra DPKP ini disusun dengan maksud sebagai pedoman

Rencana  Kerja  tahunan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  DPKP dan  sebagai  dasar  penyusunan

Perubahan  RPJMD  Tahun  2016-2021.  Demikian  Rencana  Strategis Dinas  Perumahan  dan

Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Situbondo  Tahun  2016-2021 ini  dapat  disusun,  dengan

harapan semoga Allah SWT  senantiasa  melimpahkan rahmat, hidayah  dan karunia-Nya  guna

kelancaran  serta  keberhasilan  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten

Situbondo dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. 

Situbondo, 09 September 2019

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SITUBONDO

Pembina Utama Muda
NIP. 19610726 199307 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra-PD) merupakan dok perencanaan 5 (lima)

tahunan  PD  yang  memuat  visi,  misi,  tujuan,  strategi,  kebijakan,  program  dan  kegiatan

pembangunan  yang  disusun  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  PD.  Penyusunan  Renstra  PD

berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rancangan awal Perubahan Renstra PD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

tahun 2016–2021 disusun untuk menyesuaikan RPJMD kabupaten Situbondo yang telah di re-

view dan  berubah  sesuai  evaluasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  (SAKIP)  dari

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Visi  dan  misi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  harus

dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis  Kementrian/Lmbaga (K/L)

Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah,  dalam  penyusunan  Visi,  Misi  dan  Program

prioritas  Kepala  Daerah  Terpilih  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengah Daerah  (RPJMD) Provinsi  maupun Kabupaten/Kota sehingga pencapaian  sasaran

Pembangunan Nasional secara menyeluruh akan dapat dicapai dan diwujudkan secara optimal.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam  mekanisme perencanaan pembangunan di

daerah harus mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang  Nasional  (RPJPN)  yang  disusun  oleh  Pemerintah  Pusat  tanpa  meninggalkan dan

menafikan prioritas pembangunan di daerah.

Perencanaan  pembangunan Kabupaten  Situbondo  harus  berpedoman  pada  Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2005–2025 yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

yang merupakan penjabaran dari  visi dan misi Bupati  Situbondo Terpilih periode 2016-2021

sebagai dasar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

Dinas  Perumahan Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Situbondo dalam menjabarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016–

2021  berkewajiban  untuk  menyusun Rencana Strategis Tahun 2016–2021  Dinas  Perumahan

Dan  Kawasan  Permukiman dalam  mendukung  program  pembangunan  Bupati  dengan

berlandaskan pada tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai   Perangkat  Daerah  (PD)  dibidang

Perumahan dan Permukiman serta bidang  Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.
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Rencana  Srategis  Perangkat  Daerah Dinas  Perumahan  Dan  Kawasaan  Permukiman

Kabupaten  Situbondo  yang  selanjutnya  di  singkat  dengan  Renstra  PD  Perumahan  Dan

Kawasaan Permukiman adalah dok perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan  mengacu

pada  Renstra  Kementerian  Dalam Negeri,  serta  berpedoman  kepada  Rencana  Pembangunan

jangka Menengah (RPJM) Daerah  Kabupaten Situbondo. Renstra  PD Dinas Perumahan Dan

Kawasaan  Permukiman Kabupaten  Situbondo  juga  berfungsi  sebagai  dok  rujukan  untuk

penyusunan dok Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perumahan Dan Kawasaan Permukiman

Kabupaten Situbondo selama 5(lima) tahun terhitung tahun 2016 sampai dengan 2021. Rencana

Pembangunan  Tahunan  yang  disebut  Rencana  Kerja  (Renja)  adalah  dok  perencanaan  untuk

periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang

memuat  kebijakan,  program dan kegiatan prioritas  pembangunan.  Pelaksanaan pembangunan

tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat.

Alur  perencanaan  dan  penganggaran  jangka  menengah  (  Renstra  )  Perangkat  Daerah

dimulai  dari  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan mengacu pada Rencana

pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  dan  dijabarkan  kedalam  RPJMD  dan  Renstra  PD.

Penjelasan keterkaitan Renstra dengan dok lainnya dijabarkan dalam gambar 1.1.

Gb. 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Jangka Menengah dan Tahunan

Pada  era  otonomi  daerah  ini,  Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  mempunyai  bentuk

kemandirian yang kuat sesuai dengan semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23

2



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan

partisipasi pemangku kepentingan/ stakeholder harus menjadi dasar utama dalam upaya untuk

mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksploitasi  semua  potensi-potensi yang

dimiliki daerah secara lebih optimal. Oleh sebab itu, merupakan tugas Dinas Perumahan dan

Kawasan  Permukiman   Kabupaten  Situbondo  akan  memberikan  warna  dan  sumbangsihnya

untuk mengubah wajah Kabupaten Situbondo sesuai  dengan  visi  dan misi  Bupati  Situbondo

dalam melaksanakan pola perencanaan yang terpadu dan terstruktur bersama semua Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo secara  lebih  profesional dengan tidak

meninggalkan  kesinambungan,  keselarasan serta  keseimbangan  antara  kebutuhan masyarakat

dan  potensi  sumber  daya  alam yang  dimilikinya.  Hal  tersebut  sangat  diperlukan  untuk

kelangsungan  perkembangan  dan  kemajuan  Kabupaten  Situbondo  dimasa-masa mendatang

dalam  rangka  kompetensi  dan  kompetisi  daerah  dalam  pembangunan,  agar  tidak  selalu

tergantung dan bergantung pada daerah lain bahkan Pemerintah Pusat.

1.2 Landasan Hukum

  Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis  Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman  Kabupaten Situbondo antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan

Nasional;

3) Undang-Undang  Nomor   32   Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara  Pengendalian  dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara  Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan   Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8) Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Situbondo  Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Situbondo  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025;

12) Peraturan  Daerah  Kab.Situbondo nomor 10 Tahun 2016 tentang  Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Situbondo Tahun 2016-2021 

13) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana  Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2018;

14) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA)

Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;

15) Peraturan  Bupati  Situbondo  Nomor 42  Tahun  2016   tentang  Kedudukan  Susunan

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, serta  Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Situbondo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 yaitu :

1) Sebagai  dok  perencanaan  jangka  menengah  yang  memuat  visi,  misi  dan  tujuan  Dinas

Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman   Kabupaten  Situbondo selama  5  (lima)  tahun

kedepan dengan mengacu dan menyelaraskan dengan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun

2016-2021;

2) Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sedangkan  tujuan penyusunan  Rencana  Strategis Dinas  Perumahan  dan  Kawasan

Permukiman  Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 yaitu :
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1) Meningkatkan kualitas  perencanaan pembangunan yang akuntabel  dengan meningkatkan

kualitas dan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah;

2) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien

sesuai perencanaan dan penganggaran;

3) Mendukung program Bupati Situbondo dibidang Perumahan dan Permukiman serta   bidang

Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum ; 

4) Sebagai  pedoman  untuk  penilaian  kinerja  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman

Kabupaten  Situbondo  dengan  membandingkan  antara  proses  dan  hasil  (outcome)  yang

dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten  Situbondo Tahun 2016-2021  disusun berdasarkan Permendagri  Nomor 86 Tahun

2017. Sistematinya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4 TANTANGAN DAN PELUANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH 

TERPILIH

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT 

DAERAH
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3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN 

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5  PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII  PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN LAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  PERMUKIMAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Situbondo  Nomor 8 Tahun 2016  tentang

Pembentukan Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kabupaten dan Perangkat

Daerah Situbondo dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2016 tentang  Kedudukan ,

Susunan  Organisasi,  Uraian  Tugas  Dan  Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Perumahan  dan

Kawasaan Permukiman Kabupaten Situbondo, maka susunan organisasi  dan tata kerja Dinas

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

- Sub Bagian Umum  dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;

c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi:

- Seksi Perumahan;

- Seksi Permukiman;

- Seksi Pengembangan kawasan.

d. Bidang  Pertamanan  Dan  Penerangan  Jalan  Umum,

membawahi:

- Seksi Pertamanan Dan Pemakaman;

- Seksi Seksi Penerangan Jalan Umum; dan

- Seksi Perencanaan Dan Pengembangan ;.

e. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perumahan  dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Situbondo, digambarkan sebagai berikut:
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KEPALA DINAS

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

BIDANG 
PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN

BIDANG 
PERTAMANAN DAN 

PENERANGANJALAN 
UMUM

SEKSI
PERUMAHAN 

SEKSI
PERTAMANAN DAN 

PEMAKAMAAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN 
KEUANGAN

SEKSI 
PERMUKIMAN SEKSI 

PENERANGAN JALAN 
UMUM

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

KAWASAN SEKSI 
PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN

JABATAN 
FUNGSIONAL

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Kedudukan  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Situbondo

berdasarkan  Peraturan  Bupati  Situbondo  Nomor  42  Tahun  2016  tentang   Kedudukan  dan

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo adalah

sebagai berikut :

1) Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  merupakan  unsur

pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala

Dinas  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris

Daerah.

3) Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  dalam  melaksanakan

tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud

pada  ayat  (1)  mempunyai  tugas  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  urusan

pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  di  Bidang  Perumahan  dan  Kawasan

Permukiman.

5) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  daerah  di  Bidang  Perumahan  dan  Kawasan

Permukiman;

- Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

c. Bidang  Perumahan dan Permukiman, membawahi:

- Seksi Perumahan;

- Seksi Permukiman; dan

9



- Seksi  Pengembangan

Kawasan.

d. Bidang Pertamanan dan PJU, membawahi:

- Seksi  Pertamanan  dan

Pemakaman;

- Seksi  Penerangan  Jalan

Umum; dan

- Seksi  Perencanaan  dan

Pengembangan.

e. Unit Pelaksana Teknis;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-

masing  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas. Masing-masing  Sub

Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris. Masing-masing  Seksi  dipimpin  oleh  Kepala  Seksi  yang  berada  di  bawah  dan

bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Bidang.  Sedangkan  uraian  tugas  dan  fungsi  pada  Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,  melakukan koordinasi dan pengendalian

dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

b. Sekretariat  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Dinas  dalam  pengkoordinasian,

penyusunan program dan pelaksanaan  evaluasi  penyelenggaraan  tugas-tugas  Bidang

secara  terpadu  dan  tugas  pelayanan  administratif  kepada  seluruh  satuan  organisasi

dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan tata  usaha kantor,  perlengkapan,  urusan rumah tangga dinas,  dan

administrasi di lingkungan dinas;

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;

c. Pengkoordinasian  penyusunan  rencana  strategis,  program  dan  kegiatan  dinas

serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (spip) di

lingkup dinas;

e. Penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;

f. Pelaksanaan urusan keuangan;
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g. Pelaksanaan urusan umum;

h. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

i. Pelaksanaan urusan aset dinas;

j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

k. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di

lingkungan dinas;

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub  Bagian  Umum  mempunyai  tugas  melaksanakan  ketatausahaan  dan  tata  usaha

kepegawaian.  Dalam  melaksanakan  tugas  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan  urusan  rumah  tangga  dan  protokol

Dinas;

b. Pelaksanaan pengadaan  kebutuhan  barang  dan

pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;

c. Pelaksanaan urusan surat-menyurat;

d. Penyusunan  rencana  kebutuhan  barang  keperluan

Dinas;

e. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

f. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

g. Pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;

h. Penyelenggaraan  tugas  kepegawaian  Dinas  yang

meliputi  pengumpulan  data  kepegawaian,  pembuatan  Daftar  Urut  Kepangkatan,

mempersiapkan  usulan-usulan  yang  menyangkut  kenaikan  gaji  berkala,  kenaikan

pangkat,  mutasi  pegawai,  pengangkatan  dan  pemberhentian  pegawai,  cuti  pegawai,

pemberian  tanda  penghargaan,  penerbitan  kartu  pegawai,  kartu  isteri/suami,  kartu

tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;

i. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;

j. Penyusunan Laporan Kepegawaian;

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l. Pelaporan  hasil  pelaksanaan  tugasnya  kepada

Sekretaris; dan

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Sub  Bagian  Penyusunan  Program  dan  Keuangan,  mempunyai  tugas  melaksanakan

perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan. Dalam

melaksanakan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Renstra dan Renja dinas;

b. Penyusunan dok rencana kegiatan dan anggaran

serta dok pelaksanaan anggaran;

c. Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;

d. Pelaksanaan administrasi  keuangan dinas yang

meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran

gaji pegawai;

e. Penyiapan  laporan  pertanggungjawaban

keuangan dinas;

f. Pengurusan  penyelesaian  tuntutan  ganti  rugi

dan biaya pengeluaran dinas;

g. Pembuatan  laporan  bulanan realisasi  fisik  dan

keuangan;

h. Pengkoordinasian  penyelenggaraan  budaya

kerja di lingkup dinas;

i. Penyusunan  Laporan  Kinerja  Instansi

Pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;

j. Penyusunan  Laporan  Keterangan

Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Kepala  Daerah  pada  urusan  Perumahan  dan  Kawasan

Permukiman;

k. Penyusunan evaluasi kegiatan dinas;

l. Penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern

dinas;

m. Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah  (LPPD);

n. Pelaksanaan ketatausahaan;

o. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Sekretaris; dan

p. Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  yang

diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang  Perumahan  dan  Permukiman  mempunyai  tugas membantu  Kepala  Dinas

membantu dalam menyusun pedoman kebijakan teknis perencanaan,  operasional,  pembinaan,

pengawasan,  dan  pengembangan  perencanaan  teknis  pengadaan,  pelaksanaan  pengelolaan

urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi  :

a. Penyiapan  kebijakan  dan  strategi,  perencanaan  teknis

pengaturan,  pembinaan,  pengawasan,  pengendalian  pembangunan  perumahan,

permukiman dan kawasan khusus;

b. Pelaksanaan  pembangunan  dan pemeliharaan perumahan,

permukiman dan kawasan khusus;

c. Pencegahan  perumahan  dan  permukiman  kumuh  pada

daerah kabupaten;

d. Penyelenggaraan  prasarana  dasar  dan lingkungan,  sarana

dan utilias umum kawasan perumahan dan permukiman;

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

g. Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh

Kepala Dinas.

Seksi  Perumahan  sebagaimana,  mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan  dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi

sarana  prasarana  serta  penataan  di kawasan  perumahan.  Dalam melaksanakan tugas, Seksi

Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan  kebijakan  dan  strategi,  perencanaan  teknis,  pemantauan  dan  evaluasi  di

bidang tata lingkungan perumahan dan permukiman tradisional;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang bidang tata lingkungan perumahan dan permukiman

tradisional;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang bidang tata lingkungan perumahan

dan permukiman tradisional;

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan

rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

e. Pelaksanaan  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pembangunan,

rehabilitasi, peremajaan serta pengembangan kawasan perumahan;

f. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
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g. Pemfasilitasi  penyediaan  rumah  bagi  masyarakat  yang  terkena  relokasi  program

pemerintah;

h. Penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;

i. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;

j. Pelaksanaan  sertifikasi  dan  registrasi  perancangan  dan  perencanaan  rumah  serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kecil;

k. Pelaksanaan  dan  pengkoordinasian  pembangunan  pemeliharaan  prasarana  dasar

termasuk rehabilitasi jaringan jalan lingkungan, drainase primer lingkungan, drainase

sekunder lingkungan, jembatan lingkungan, air bersih (hidran umum/kran umum) dan

sanitasi lingkungan;

l. Pelaksanaan ketatausahaan;

m. Pelaporan  hasil  melaksanakan  tugasnya  kepada  kepala  bidang  perumahan  dan

permukiman; dan

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perumahan dan

permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi  Permukiman,  mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan  dan  pelaksanaan

kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang

kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Permukiman menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan  kebijakan  dan  strategi,  perencanaan  teknis,  evaluasi  dan  pelaporan

pengembangan kawasan permukiman;

b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan kawasan permukiman;

c. Pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  dibidang  pengembangan  kawasan

permukiman;

d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan

kawasan permukiman;

e. Pemfasilitasi  dan  pemberdayaan  kelembagaan  di  bidang  pengembangan  kawasan

permukiman meliputi sistem penyediaan air minum, sanitasi, drainase lingkungan dan

jalan lingkungan;

f. Penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

g. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah

10 ha;

h. Pelaksanaan ketatausahaan;
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i. Pelaporan  hasil  pelaksanaan  tugasnya  kepada  kepala  bidang  perumahan  dan

permukiman; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perumahan dan

permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi  Pengembangan  Kawasan,  mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan  dan

pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  produk  pengaturan,  pembinaan  dan  pengawasan  serta

fasilitasi di bidang pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan

Kawasan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan  kebijakan  dan  strategi,  perencanaan  teknis,  evaluasi  dan  pelaporan  di

bidang Pengembangan Kawasan;

b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan;

c. Penyusunan  dan  rencana  dan  program  kerja  operasional  kegiatan  pengelolaan  dan

pengembangan kawasan, strategi dan skala besar;

d. Penyiapan bahan rumusan RPJMD bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan;

f. Penyusunan database dan informasi Pengembangan Kawasan;

g. Penyusunan database dan informasi penanggulangan dan peningkatan kualitas kawasan

kumuh;

h. Pengkajian  teknis  penyusunan  database  dan  informasi  Pengembangan  Kawasan

perumahan dan permukiman;

i. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

j. Pelaksanaan ketatausahaan;

k. Pelaporan  hasil  pelaksanaan  tugasnya  kepada  Kepala  Bidang  Perumahan  dan

Permukiman; dan

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan

Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai  tugas membantu  Kepala

Dinas  melaksanakan  tugas  penyusunan  pedoman  kebijakan  teknis  perencanaan,  operasional,

pembinaan,  pengawasan,  dan  pengembangan  perencanaan  teknis  pengadaan,  pelaksanaan

pengelolaan  urusan  di  bidang  Pertamanan  dan  Penerangan  Jalan  Umum  serta  pemakaman.

Dalam melaksanakan  tugas,  Bidang  Pertamanan  dan  Penerangan  Jalan  Umum

menyelenggarakan fungsi:
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a. Perumusan  kebijakan  teknis  bidang  Pertamanan  dan

Penerangan Jalan Umum serta pemakaman;

b. Perumusan  bahan  perencanaan  operasional  program  dan

kegiatan bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta pemakaman;

c. Perumusan  bahan  pembinaan,  bimbingan,  pengendalian

dan  pengaturan  teknis  di  bidang  Pertamanan  dan  Penerangan  Jalan  Umum  serta

pemakaman;

d. Pelaksanaan monitoring  dan evaluasi  bidang Pertamanan

dan Penerangan Jalan Umum serta pemakaman;

e. Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh

Kepala Dinas.

Seksi  Pertamanan  dan  Pemakaman,  mempunyai  tugas  menyusun  pedoman  kebijakan

teknis perencanaan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengembangan perencanaan teknis

pengadaan,  pelaksana  pengelolaan  urusan  di  bidang  pertamanan  dan  pemakaman.  Dalam

melaksanakan tugas Seksi Pertamanandan pemakaman menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan  rencana  kerja,  program  dan  kegiatan  seksi  pertamanan  sesuai  dengan

rencana kerja dinas;

b. Penyusunan  pedoman  teknis,  pengawasan  pengendalian  mutu  pada  pekerjaan

konstruksi pertamanan;

c. Penyusunan pedoman teknis  pelaksanaan pembangunan peningkatan  dan rehabilitasi

sarana pertamanan dan pemakaman;

d. Pelaksanaan  pengadaan  bibit  tanaman,  sarana  dan  prasarana,  pemeliharaan  dan

perawatan taman kota, penghijauan taman, penanaman bunga-bunga, pemeliharaan pot-

pot  bunga,  pemotongan  rumput,  penyemprotan  rumput,  pemupukan  tanaman  dan

melakukan penyiraman tanaman;

e. Pelaksanaan pembinaan, pengaturan tata guna lahan pertamanan dan mendesain serta

memberikan  bimbingan  teknis,  penataan  taman  di  median  jalur  jalan-jalan  umum,

pekarangan  perkantoran,  perumahan/permukiman,  penataan  pagar  perkantoran  milik

pemerintah/milik swasta, dan fasilitas umum lainnya;

f. Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi taman beserta kelengkapannya;

g. Penyiapan bahan perijinan pembuatan taman untuk tujuan komersial,  fasilitas umum

dan fasilitas sosial;

h. Pelaksanaan dekorasi keindahan kota dalam rangka peringatan hari besar nasional dan

hari besar lainnnya;
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i. Pelaksanaan  rehabilitasi,  peningkatan,  pembangunan  dan  pengembangan  sarana  dan

prasarana pertamanan;

j. Pelaksanaan  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  pelaksanaan  konstruksi

pertamanan;

k. Pelaksnaan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kinerja  konstruksi  prasarana  dan

sarana pertamanan;

l. Pelaksanaan penataan dan pengembangan pemakaman milik pemerintah;

m. Pelaksanaan  kegiatan  operasional  pemeliharaan  dan  perawatan  makam  milik

pemerintah;

n. Pengumpulan  bahan  pemberian  ijin  tentang  lokasi  pemakaman  di  luar  tempat

pemakaman  umum,  registrasi  tata  usaha  pemakaman  serta  inventarisasi  data

pemakaman;

o. Pelaksnaan pengawasan dan pengendalian pemakaman umum;

p. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pemakaman milik pemerintah;

q. Pelaksanaan ketatausahaan; 

r. Pelaporan  hasil  pelaksanaan  tugasnya  kepada  kepala  bidang  pertamanan  dan

penerangan jalan umum; dan

s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pertamanan dan

penerangan Jalan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan,

dan pengendalian operasional, serta pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan seksi penerangan jalan umum sesuai

dengan rencana kerja dinas;

b. Penyiapan  bahan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  untuk  kegiatan  pemasangan  dan

pemeliharaan lampu penerangan jalan umum;

c. Pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  kegiatan  pemasangan  dan  pemeliharaan

lampu penerangan jalan umum;

d. Pengkoordinasian  kegiatan  penyelenggaraan  pemasangan  penerangan  jalan  umum

dengan instansi terkait;

e. Pelaksanaan  inventarisasi  data  untuk  persiapan  bahan  pembinaan  pengawasan  dan

pengendalian pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;

f. Pengumpulan  dan  penyusunan  data  untuk  rencana  pemeliharaan  penarangan  jalan

umum;
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g. Penghimpunan  dan  penginventarisasi  data  untuk  persiapan  bahan  pembinaan

pengawasan dan pengendalian pemeliharaan penerangan jalan umum;

h. Penghimpunan  dan  penginventarisasi  data  lokasi  prasarana  dan  sarana  lampu

penerangan jalan umum;

i. Penyusunan pedoman pemeliharaan penerangan jalan umum;

j. Pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  pemasangan  baru  dan  pengendalian

pemeliharaan penerangan jalan umum;

k. Pelaksanaan ketatausahaan;

l. Pelaporan  hasil  pelaksanaan  tugasnya  kepada  kepala  bidang  pertamanan  dan

penerangan jalan umum; dan

m. Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  bidang  pertamanan  dan

penerangan jalan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan

di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum. Dalam melaksanakan tugas,

Seksi Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan dan pengembangan Sumberdaya manusia dan teknis di bidang

pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;

b. Penyiapan  bahan  rumusan  RPJMD  bidang  bidang  pertamanan,  pemakaman  dan

penerangan jalan umum;

c. Penyusunan database dan informasi bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan

jalan umum;

d. Pengkajian teknis bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;

e. Penyiapan  bahan  monitoring  dan  evaluasi  bidang  pertamanan,  pemakaman  dan

penerangan jalan umum;

f. Pelaksanaan ketatausahaan;

g. Pelaporan  hasil  pelaksanaan  tugasnya  kepada  Kepala  Bidang  Pertamanan  dan

Penerangan Jalan Umum; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan

Penerangan Jalan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu

Dinas.  UPTD dipimpin  oleh  seorang Kepala  yang berada  di  bawah dan bertanggung  jawab

kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi:
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a. Pelaksanaan  tugas  Dinas  Daerah  sesuai  dengan  teknis  operasional  dan/atau  teknis

penunjang tertentu Dinas;

b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu

Dinas.

Kelompok  Jabatan  Fungsional  terdiri  atas  sejumlah  tenaga  dalam  jenjang  jabatan

fungsional  yang terbagi  dalam berbagai  kelompok sesuai  dengan bidang keahliannya.  Setiap

kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga

fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo

Sebagai  sumber  daya  utama  dalam  penyelengaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas

Perumahan  an  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Situbondo  adalah  jumlah  personil  sampai

dengan saat ini yaitu berjumlah 236 orang yang terdiri dari 91 orang PNS, 5 (Lima) orang THLP

SK Bupati Situbondo dan 140 orang SK Kepala Dinas, sebagaimana daftar sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan:

 Golongan I :   3 orang

 Golongan II : 54 orang

 Golongan III : 30 orang

 Golongan IV :   4 orang

 Tenaga Honorer (SK Bupati)        :   5 orang  

Jumlah : 91 orang

b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

 Eselon II :   1 orang

 Eselon III :   3 orang

 Eselon IV :   8 orang

 Staf                          : 79 orang  

Jumlah : 91 orang

c. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
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 PNS dan CPNS

- Strata 3 (Doktor) :    -

- Strata 2 (Magister) :   5 orang

- Strata 1 (Sarjana) : 15 orang

- Diploma 4 :   1 orang

- Diploma 3 :    -

- Diploma 2 :    -

- Diploma 1 :    -

- SMU : 57 orang

- SMP :   9 orang

- SD                                       :   4 orang  

Jumlah : 91 orang

 THLP

- Strata 1 (Sarjana) : 3 orang

- SMU : 1 orang

- SMP                            : -  orang

- SD                               : 1 orang   

Jumlah : 5 orang

d. Tempat Tugas 

 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Sekretariat : 28 orang

- Bidang Perumahan dan Permukiman : 12 orang

- Bidang Pertamanan dan  PJU                 : 52 orang  

Jumlah : 92 orang

 THLP

- Sekretariat : 3 orang

- Bidang Perumahan dan Permukiman : -  orang

- Bidang Pertamanan dan  PJU                   : 2   orang

Jumlah : 5 orang

2.2.2 Perlengkapan/Asset 

a. Tanah
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1. Tanah Kantor Dinas Cipta Karya    (I) :   7.875 m2

2. Tanah Alon-Alon Kota Situbondo : 21.538 m2

3. Taman Alon – Alon Besuki  : 18.356 m2

4. Taman Bunga Depan Polsek Besuki :   5.664 m2

5. Taman Karang Asem :   3.561 m2

9. Taman Seroja :   2.400 m2

10. Taman Panji :      872 m2

11. Taman Kalibagor :      137 m2

b. Gedung/Bangunan

1. Gedung Dinas PKP

2. Gedung UPTD PMK

3. Gedung Sarpras

4. Gedung Bidang Pertamanan Dan PJU

5. Gedung Toilet Besuki

6. Gedung Toilet Alon – Alon Situbondo

c. Kendaraan Roda 4, Roda 3, dan Roda 2

1. Kendaraan roda 4 (empat) terdiri dari :

- Kijang Station Wagon P.5506 P (1995) : Cukup Baik

- Mitsubishi Colt T 120 SS P. 1018 EP (2002) : Cukup Baik

- Dump Truk Izusu (1992) L 8036 LP : Cukup Baik

- Truk Tangki Toyota (1991) P 8063 EP : Cukup Baik

- Truk Tangki Izusu (2007) P 8037 EP : Baik

- Sky Lif (2001) P 8024 EP : Baik

- Avanza (2007) P 1061 EP : Baik

- Minibus Mitsubisi L.300 (2007) P 436 EP : Baik

- Riding Triller (2009) : Baik

- Suzuki Carry P 9494 EP : Baik

- Truk PJU P 8060 EP : Baik

- Kijang Inova P 51 EP : Baik

- Truk Tangki P 8235 EP : Baik

- Minibus Mitsubisi L.300 P 8052 EP : Baik

2. Kendaraan roda 3 (tiga) terdiri dari :

- Sepeda motor roda 3 kaisar P 8161 EP : Baik
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- Sepeda motor roda 3 kaisar P 8162 EP : Baik

- Sepeda motor roda 3 kaisar P 8163 EP : Baik

- Sepeda motor roda 3 VIAR : Baik

3. Kendaraan roda 2 (dua) terdiri dari :

- Sepeda Motor Honda WIN (1995) P 2021 EP : Cukup Baik

- Sepeda Motor Honda WIN (2003) P 3011 EP : Baik

- Sepeda Motor Honda WIN (2003) P 3012 EP : Baik

- Sepeda Motor Honda WIN (2002) P 2366 EP : Baik

- Sepeda Motor Honda WIN (2003) P 3207 EP : Baik

- Sepeda Motor (2007) P 2334 EP : Baik

- Sepeda Motor (2007) P 2351 EP : Baik

- Sepeda Motor (2007) P 2392 EP : Baik

- Sepeda Motor (2007) P 2391 EP : Baik

- Sepeda Motor Honda REVO (2009) P 3879 EP : Baik

- Sepeda Motor Honda REVO (2009) P 3881 EP : Baik

- Sepeda Motor Honda REVO (2009) P 3883 EP : Baik

- Sepeda Motor Mega Pro P 4748 EP : Baik

- Sepeda Motor Mega Pro P 3998 EP : Baik

- Sepeda Motor Mega Pro P 3997 EP : Baik

- Sepeda Motor Mega Pro P 4746 EP : Baik

d. Meubelair dan Sarana Prasarana :

- Meja (114 buah) : Baik

- Kursi (86 buah) : Baik

- Lemari (1 buah) : Baik

- Lemari Arsip (26 buah) : Baik

- Filing Kabinet (21 buah) : Baik

- Kursi Lipat  (142 buah) : Baik

- Kursi Tamu  (5 set) : Baik

- Meja Komputer (14 buah) : Baik

- Mesin Tik  (6 buah) : Baik

- Komputer PC 4 (29 unit) : Baik

- Printer  (20 unit) : Baik

22



- Printer Laser Jet  (5 unit) : Baik

- Laptop (40 unit) : Baik

- AC  (22 unit) : Baik

- Scaner  (1 unit) : Baik

- Kipas Angin (6 unit) : Baik

- Brankas (1 unit) : Baik

- Dispenser (3 buah) : Baik

- TV (5 unit) : Baik

- Teodolit (1 buah) : Baik

- Rambu Ukur (1 buah) : Baik

- Kamera (1 unit) : Baik

- Tripot (1 unit) : Baik

2.3 Kinerja  Pelayanan  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten

Situbondo

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Situbondo dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu

selama 5 (lima) tahun yang telah berjalan dapat diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan.  Gambaran pencapaian layanan kinerja dan anggaran dari Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel 2.1.
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Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Situbondo

N
o.

Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD
Ta

rg
et

 S
PM

Ta
rg

et
 IK

K

Ta
rg

et
 In

di
ka

 to
r

La
in

ny
a

Target Renstra SKPD Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Pada Tahun Ke

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

Sistem penyediaan 
air minum dengan 
jaringan perpipaan 
dan bukan jaringan 
perpipaan

40.0 8.2 38.1 39.1 42.1 38.1 5,662.
9 514.3 100 14,49

1

Tersedianya sistem 
air limbah setempat 
yang memadai

60.0 35.0 60.0 60.0 17.2 7.8 20.0 49.2 13.0 -

2

Tersedianya sistem 
penanganan 
sampah 
diperkotaan

70.0 72.9 72.9 59.2 59.2 56.9 45.5 81.2 78.1 76.9

3

Tersedianya sistem 
jaringan drainase 
skala kawasan dan 
skala kota sehingga
tidak terjadi 
genangan (lebih 
dari 30 cm, selama 
2 jam dan tidak 
lebih dari 2 kali 
setahun)

50.0 27.0 39.0 56.5 28.0 56.5 120.5 103.8 144.9 213.3

4
Penambahan 
panjang jalan 
lingkungan

39.9 27.0 32.0 29.4 121.8 145.1 44.7 451.0 453.3 152.2
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Tabel 2.1 (lanjutan...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

Pemasangan 
Lampu Penerangan
Jalan Umum (LPJU)

50.3 18.7 22.1 51.3 47.5 65.5 72.0 254.0 296.6 140.4

Pembangunan 
Trotoar 45.3 25.0 34.0 45.0 3.3 - 13.3 - -

6

Berkurangnya 
luasan permukiman 
kumuh dikawasan 
perkotaan

100 30.0 40.0 17.0 - - 7.0 - - 41.1

7

Tersedianya 
pedoman harga 
standart bangunan 
gedung negara di 
Kabupaten 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8

Terlaksananya 
tindakan awal 
terhadap 
pengaduan 
masyarakat tentang
pelanggaran 

100 100 100 100 100 100 - 100 100 -

9

Tersedianya luasan 
RTH publik sebesar
20 % dari luasan 
wilayah Kabupaten /
kawasan perkotaan

25.0 17.5 22.5 73.5 40.3 2.5 15.9 230.3 11.1 21.7

10
Cakupan rumah 
tidak layak huni 61.6 2.2 2.4 64.5 63.7 63.7 64.0 2,948.

2
2,657.

3 99.2

11
Persentase 
penurunan rumah 
tidak layak huni

32% 35.80
% 32% 37.78% 100% 105%

12
Persentase 
penurunan kawasan
permukiman kumuh

n/a 20% n/a 20% - 100%

25



26



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan (Threats)

Tantangan pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan  dan Kawasan Permukiman

Kabupaten  Situbondo  dalam  5  (lima)  tahun  kedepa  n  untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan

fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

antara lain :

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi yang belum disertai dengan

tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sebagai kebutuhan dasar;

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;

3. Lemahnya  koordinasi  dan  adanya  ego  sektoral  antara  Perangkat  Daerah  Provinsi

dengan Perangkat Daerah Kabupaten serta masih rendahnya kapasitas dan komitmen

Perangkat Daerah;

4. Adanya  disparitas  wilayah  yang  disebabkan  dengan  tidak  meratanya  ketersediaan

infrastruktur dan layanan dibidang Perumahan dan Permukiman; 

5. Degradasi lingkungan perkotaan secara umum dan kurang berperannya secara optimal

pembangunan dibidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman  guna menciptakan kota

yang asri dan berkelanjutan dengan kearifan local (local wisdom);

6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan terhadap pembangunan

daerah;

7. Kemampuan  jasa  konstruksi  yang  kurang  optimal  dalam  pemahaman  aturan  jasa

konstruksi, sehingga kualitas hasil pelaksanaannya masih kurang optimal;

8. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam merawat dan menjaga asset

publik seperti keberadaan Taman Kota;

9. Semakin  banyaknya  kebutuhan  pemenuhan  sarana  prasana  publik,  khususnya

pemenuhan taman kota sebagai sarana sosial bagi masyarakat.

2.4.2 Peluang (opportunities)

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Situbondo dalam 5 (lima) tahun kedepan guna untuk menjalankan tugas

pokok dan fungsinya  sebagai  salah  satu  instansi/SKPD pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten

Situbondo antara lain :

1. Melimpahnya Sumber Daya Manusia dan Masyarakat yang dapat menjadi modal dasar

dalam menciptakan sikap profesionalisme;
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2. Tersedianya sarana dan prasarana  kerja  yang mendukung seperti  bangunan/  gedung

kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor;

3. Hasil  studi kelayakan berupa dok-dok yang sudah dihasilkan,  untuk dijadikan dasar

implementasi didalam program dan kegiatan; 

4. Banyaknya  tuntutan  dan  kecenderungan  penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang

demokratis dan kondusif yang sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;

5. Perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  sangat  menunjang  di  dalam

penyusunan produk-produk perencanaan yang lebih baik;

6. Dukungan  bantuan  dana  maupun  asistensi  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah

Provinsi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah;

7. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi daerah

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah;

8. Semakin harmonisnya hubungan antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan

(stakeholders),  sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan

Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo;

9. Terjalinnya  kerjasama  dalam pengembangan  sumber  daya  aparatur  lintas  Perangkat

Daerah melalui Pendidikan Formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan Diklat/Kursus

untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM.
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BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan  Tugas  dan  Fungsi  Pelayanan  Dinas

Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Identifikasi  atas  permasalahan-permasalahan  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi

pelayanan  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Situbondo  yang  harus

dihadapi untu k kinerja 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat hal-hal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas Tujuan DPKP
Permasalahan

Bidang Perumahan dan
Permukiman

Bidang Pertamanan dan
PJU

Melaksanakan 
urusan di 
Bidang 
Perumahan dan 
Permukiman

Meningkatkan 
Kualitas 
Pembangunan 
Rumah dan 
Kawasan Layak 
Huni

1. Masih rendahnya tingkat layanan 
untuk pemenuhan kebutuhan 
perumahan yang layak huni dan 
terjangkau;

2. Menurunnya kualitas lingkungan 
perumahan dan permukiman, 
sehingga menambah potensi 
tumbuhnya kawasan kumuh di 
perkotaan maupun di daerah 
pesisir;

3. Masih belum optimalnya 
pengembangan pelayanan 
pengolahan sistem air limbah 
terpusat dan/atau terpadu;

4. Masih belum optimalnya 
pengurangan genangan air 
dan/atau banjir di kawasan 
perkotaan maupun perdesaan;

5. Belum tersedianya Data Base 
(Data Dasar) yang valid sebagai 
dasar acuan dalam perencanaan 
dan penganggaran; 

6. Masih kurangnya kemampuan 
SDM berlatarbelakang pendidikan
yang sesuai dengan kebutuhan 
operasional dinas;

1. Kurang maksimalnya 
pelayanan PJU

2. Tebatasnya personil perbaikan
PJU

3. Seringnya kegiatan yang 
mengunakan alun-alun 
sebagai tempat kegiatan, 
sehingga beresiko rusaknya 
rumput dan taman serta lampu
hias;

4. Kurangnya kesadaran 
masyarakat untuk ikut serta 
merawat dan menjaga 
keberadaan taman kota dan 
fasilitas public seperti 
Penerangan Jalan;

5. Terbatasnya lahan dan 
anggaran penyediaan lokasi 
untuk pengembangan dan 
pembangunan fasilitas taman 
kota serta sarana dan 
prasarananya.

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis Perangkat Daerah sangatlah dipengaruhi dan harus diselaraskan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-
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2021 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berkenaan dengan

hal tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, Kepala Daerah

dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Situbondo  dan/atau  Bupati  Situbondo  Terpilih  Tahun

2016-2021 telah menetapkan Visinya yaitu:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI, MANDIRI

SERTA LEBIH BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN “.

Penjabaran  Visi  yang  telah  ditetapkan  dan untuk mewujudkan  cita-cita  yang  diidam-

idamkan tersebut, maka Bupati Situbondo Terpilih Tahun 2016-2021  telah menetapkan pula 4

(empat) Misi untuk mendukung implementasi dan pencapaian Visi dimaksud yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan;

2. Meningkatkan kualitas hidup sejahtera dan berkeadilan;

3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal;

4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan.

Telaahan terhadap visi,  misi  dan program Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah

Terpilih  memberikan gambaran peran serta  dan keterlibatan  langsung Dinas  Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat ditunjukkan pada pernyataan misi

ketiga  :  “MEWUJUDKAN  PEREKONOMIAN  YANG  STABIL  DAN  DINAMIS

BERBASIS  POTENSI  LOKAL”. Tujuan  dari  misi  ini  adalah  untuk  meningkatkan

perekonomian daerah dan pemerataan hasil  pembangunan dengan indikator  pertumbuhan

ekonomi. 

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut,  Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman  Kabupaten  Situbondo  berperan  dalam upaya  pencapaian  sasaran  pembangunan

dibidang perumahan dan kawasan permukiman demi meningkatnya kualitas infrastruktur yang

berkelanjutan dengan indikator  indeks kepuasan layanan infrastruktur. Kualitas infrastruktur

yang berkelanjutan di  Kabupaten Situbondo melalui beberapa Program/Kegiatan antara lain:

1. Program Pengembangan Perumahan  ;

a. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

b. Penyusunan Norma, Standart, Pedoman dan Manual.

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman;

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana  Sanitasi Dasar;

b. Penyediaan Sarana Jalan Lingkungan di Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Lingkungan Sehat Perumahan 
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3. Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan;

a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan;

b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Perkotaan.

Secara ringkas telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih dapat digambarkan dalam matrik berikut.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPKP

Visi  :  Terwujudnya  masyarakat  situbondo  yang  madani,  mandiri  serta  lebih  beriman,
sejahtera dan berkeadilan

Misi  : Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal

Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan

No Program Faktor Penghambat Faktor Pendorong
1 Program Pengembangan 

Perumahan
Masih rendahnya tingkat 
layanan untuk pemenuhan 
kebutuhan perumahan yang 
layak huni dan terjangkau

- Sudah tersedianya data base 
untuk penerima bantuan 
perbaikan RTLH

- Batuan dari Pemerintah dalam 
bentuk Dana ALokasi Khusus 
di bidang Perumahan untuk 
perbaikan RTLH

2 Program Lingkungan Sehat 
Perumahan dan Permukiman

Menurunnya kualitas 
lingkungan perumahan dan 
permukiman, sehingga 
menambah potensi tumbuhnya 
kawasan kumuh di perkotaan 
maupun di daerah pesisir

- Batuan dari Pemerintah dalam 
bentuk Dana ALokasi Khusus 
di bidang Sanitasi 

3 Program Pengelolaan Lingkungan
Perkotaan

Tebatasnya personil perbaikan 
PJU

- Komitmen dari Pemerintah 
Daerah untuk peningkatan 
pelayanan PJU bagi masyarakat

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Renstra Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum

Berdasarkan mandat  dari  perangkat  peraturan  dan Undang-Undang terhadap  tugas  dan

fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah:

“TERWUJUDNYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG LAYAK,

PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”

Adapun makna dari visi tersebut adalah :
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- Layak,  yaitu  :  permukiman  perkotaan  dan  perdesaan  yang  mempunyai  persyaratan

kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan;

- Produktif,  yaitu  :  permukiman  perkotaan  dan  perdesaan  yang  dapat  menghidupkan

kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman;

- Berdaya saing,  yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan

kualitas  lingkungan  permukimannya  dengan  baik  dan  mampu  bersaing  sebagai

lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya;

- Berkelanjutan,  yaitu  :  permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri,  nyaman dan

aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011-

2014 adalah :

1. Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  permukiman  di  perkotaan  dan  perdesaan

untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya,

produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah;

2. Mewujudkan  kemandirian  daerah  melalui  peningkatan  kapasitas  pemerintah  daerah,

masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  infrastruktur

permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya;

3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung

dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung;

4. Menyediakan  infrastruktur  permukiman  bagi  kawasan  kumuh/nelayan,  daerah

perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk

penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin;

5. Mewujudkan  organisasi  yang  efisien,  tata  laksana  yang  efektif  dan  SDM  yang

profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Pernyataan  visi  dan  misi  Ditjen  Cipta  Karya  dan  Ditjen  Tata  Ruang  Kementerian

Pekerjaan Umum memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam

menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perumahan dan Permukiman . Beberapa hal yang

menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

adalah :

a. Penyediaan,  pemeliharaan  dan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  permukiman  di

perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan

permukiman  yang  asri,  nyaman  dan  aman  serta  mampu  menghidupkan  kegiatan

perekonomian;
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b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan

rumah negara yang memenuhi SPM;

c. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan;

d. Tersusunnya  rencana  kegiatan  pemeliharaan,  pengawasan  dan  pengendalian,

penyuluhan, pembinaan terhadap ruang publik (taman kota).

3.3.2 Renstra Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya Tata Ruang

Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Jawa Timur adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang

Keciptakaryaan yang Berkembang dan Berkelanjutan Dengan Dukungan Konsistensi

Penataan Ruang yang Dinamis ”

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Perumahan

Dan Kawasan PermukimanProvinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang cipta karya dan

tata ruang;

2. Melaksanakan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

3. Melaksanakan pengembangan perumahan di perkotaan dan di pedesaan;

4. Melaksanakan pembinaan teknis,  pembangunan,  pengelolaan bangunan gedung serta

pembinaan jasa.

Berdasarkan visi  dan misi  Dinas Pekerjaan Umum Cipta  Cipta  Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo

telah  menetapkan  beberapa  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  penyelenggaraan

pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  penataan  ruang  yang  mendorong  keterpaduan

pembangunan infrastruktur wilayah;

2. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan;

3. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perumahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Telaahan  Renstra  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukimandengan  Rencana  Tata

Ruang  dan  Wilayah  (RTRW)  adalah  dengan  tujuan  Kebijakan  dan  Strategi  penatan  ruang

wilayah Kabupaten Situbondo dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan
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ruang Nasional, Provinisi Jawa Timur potensi wilayah dan perkembangan eksisting pemanfaatan

ruang di  wilayah Kabupaten Situbondo.  Penataan  ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk

mewujudkan :

1. Pemerataan  Perkembangan  Wilayah  Kawasan  Perkotaan  dan  Kawasan  Perdesaan

secara seimbang dan bersinergi;

2. Kabupaten  sebagai  wilayah  pengembangan  kegiatan  Agribisnis  untuk meningkatkan

potensi  Sumber  Daya Alam (SDA) khususnya  di  sektor  pertanian,  perkebunan  dan

kehutanan;

3. Wilayah berdaya saing tinggi dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah,

sehingga  dapat  menarik  investasi  di  sektor  pertanian,  pariwisata,  perkebunan,

kehutanan dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat.

Sebagai  upaya  untuk penataan  ruang wilayah Kabupaten  Situbondo,  maka  dibutuhkan

berbagai kebijakan Pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Situbondo yang meliputi

antara lain :

1. Pengembangan pusat kegiatan yang mengarahkan pemerataan pusat perkotaan secara

hierarki  akan  pula  mendorong  pemerataan  perkembangan  wilayah  Kabupaten

Situbondo;

2. Pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian

wilayah,  meningkatkan  keterkaitan  antar  pusat  kegiatan,  keterkaitan  sirkulasi  lokal

dengan  sirkulasi  regional  dan  nasional,  meningkatkan  keterkaitan  antara  kawasan

perdesaan dengan perkotaan;

3. Pengembangan  sistem  sarana  dan  prasarana  melalui  peningkatan  kualitas  dan

jangkauan  pelayanan  jaringan  prasarana  transportasi,  telekomunikasi,  energi,

sumberdaya air dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah,

peningkatan optimalisasi pelayanan dan mendukung keberlanjutan pemanfaatan ruang

wilayah.

Strategi dalam mewujudkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Strategi Perwujudan sistem perkotaan yang mengarahkan pemerataan pusat perkotaan

secara  hierarki  yang  mendorong  pemerataan  perkembangan  wilayah  Kabupaten

Situbondo :

1. Membentuk pusat kegiatan perkotaan secara berhirarki yang berfungsi sebagai pusat

kegiatan ekonomi kawasan perkotaan dan perdesaan;
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2. Membentuk  kawasan  agropolitan  dan pusat  kegiatan  agropolitan  yang  bersinergi

dengan pusat kegiatan perkotaan;

3. Meningkatkan pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan di

pusat-pusat kegiatan, yang meningkatkan peran pusat kegiatan sebagai koleksi dan

distribusi kegiatan perkotaan dan kegiatan perdesaan yang meliputi hasil pertanian,

perkebunan dan kehutanan;

4. Membentuk pusat kegiatan di kawasan agropolitan untuk dijadikan sebagai  pusat

pengembangan agribisnis;

5. Membentuk desa pusat pertumbuhan sebagai PPL;

6. Peningkatan  fasilitas  perkotaan  di  desa  pusat  pertumbuhan  untuk  mempercepat

pemerataan perkembangan wilayah di kawasan perdesaan dan untuk mempercepat

terbentuknya kawasan agropolitan.

b. Strategi Perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh

bagian wilayah kabupaten, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan, keterkaitan

sirkulasi lokal dengan sirkulasi regional dan nasional, meningkatkan keterkaitan antara

kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan :

1. Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri  dan

jalan bebas hambatan;

2. Mengembangkan jalan lingkar kabupaten;

3. Mengembangkan  jalan  lokal  primer  sebagai  jalur  keterkaitan  kebutuhan  proses

produksi dan distribusi hasil pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan

perkotaan;

4. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani untuk peningkatan akses dan

jaringan keterhubungan antar kawasan produksi dan dan pusat distribusi;

5. Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk memudahkan pergerakan

dan kegiatan.

6. Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan

antar PKL, PKLp, PPK dan PPL.

c. Strategi  Perwujudan  sistem  sarana  dan  prasarana  melalui  peningkatan  kualitas  dan

jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi,  telekomunikasi,  energi,  sumber

daya  air  dan  prasarana  lingkungan  yang  terpadu  dan  merata  di  seluruh  wilayah

kabupaten,  peningkatan  optimalisasi  pelayanan  dan  mendukung  keberlanjutan

pemanfaatan ruang wilayah :
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1. Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

2. Perwujudan sistem jaringan prasarana energi;

3. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air;

4. Perwujudan Sistem Penanganan Persampahan;

5. Perwujudan sistem jaringan drainase;

6. Perwujudan sistem jaringan prasarana limbah.

Berdasarkan  telaahan  tersebut,  maka  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman

Kabupaten Situbondo dapat memperoleh pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan

yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Situbondo antara lain :

a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis;

b. Penyediaan infrastruktur penunjang industri;

c. Peningkatan dan perluasan prasarana permukiman;

d. Peningkatan cakupan dan kualitas sanitasi permukiman dan air minum;

e. Peningkatan kualitas penataan pengembangan dan pengelolaan perumahan;

f. Peningkatan cakupan dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai pedoman dasar bagi

kebijakan,  perencanaan  dan  program  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di

Kabupaten  Situbondo.  Pertimbangan  tersebut  dilakukan  dengan  dasar,  bahwa  tujuan  dari

disusunnya KLHS adalah :

1. Menyediakan data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan

hidup, kajian kinerja layanan/jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya

alam,  kajian  tingkat  kerentanan  dan  kapasitas  adaptasi,  kajian  terhadap  perubahan

iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

2. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh

pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai rekomendasi yang disajikan dalam dok KLHS.

Oleh sebab itu sasaran dari penyusunan KLHS di Kabupaten Situbondo adalah terciptanya

kebijakan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  sesuai  dengan  kondisi  dan

kemampuan  lingkungan,  sehingga  fungsi  lingkungan  dan  keselamatan  masyarakat  akibat

degradasi lingkungan dapat diminimalkan.

Oleh karena itu telaahan Renstra  Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  terhadap

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu meliputi telaahan lingkup kajian antara lain, bahwa

lokasi kegiatan adalah meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Situbondo dengan fokus
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pada daerah strategis, yaitu rencana daerah lokasi jalan lingkar, kawasan strategis dan kawasan

agropolitan.

a. Lingkup Materi Kegiatan

Lingkup materi kegiatan meliputi kajian lingkungan pada skala kawasan antara lain :

1. Identifikasi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup

3. Kinerja Layanan/jasa ekosistem;

4. Pola dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dalam proses telaahan terhadap KLHS, dapat ditemukan beberapa tahapan kegiatan pokok

dan pendukung antara lain :

a. Identifikasi  dan  analisi  kondisi  lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Situbondo  akibat

adanya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan strategis;

b. Pengkajian pengaruh kegiatan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup

di Kabupaten Situbondo;

c. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program;

d. Rekomendasi  perbaikan  untuk  pengambilan  kebijakan,  rencana  dan  program  yang

mengintegrasikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

e. Pelingkupan materi pokok dan/atau isu-isu strategis di Kabupaten Situbondo;

f. Pengumpulan dan telaahan data  instansi  di  lingkungan SKPD Kabupaten Situbondo

untuk menggali informasi yang berkaitan dengan isu-isu pokok lingkungan hidup dan

pembangunan daerah.

Berdasarkan  telaahan  yang  telah  dilakukan  tersebut,  maka  untuk  selanjutnya  Dinas

Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Situbondo  dapat  memperoleh  pedoman

dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di

Kabupaten Situbondo antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan dan perluasan prasarana permukiman;

b. Peningkatan  cakupan  dan kualitas  sanitasi  permukiman  dan  air  minum di  lingkuan

perumahan  dan permukiman;

c. Peningkatan cakupan dan kualitas taman di  kawasan perkotaan.
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3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

3.5.1 Isu-isu Strategis Secara Umum 

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan di lapangan, maka

dapat disampaikan isu-isu strategis secara umum yang ada di  Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman antara lain sebagai berikut :

1. Masih sangat rendahnya kegiatan pemutakhiran data dan informasi tentang  perumahan

dan kawasan permukiman ;

2. Masih terbatasnya pengelolaan lingkungan perkotaan;

3.  Masih tingginya tingkat  kerusakan jalan  lingkungan di  kawasan permukiman  yang

tidak sebanding dengan pembangunan  yang diikuti  dengan masih  sangat  rendahnya

bentuk kesadaran masyarakat guna ikut serta dalam menjaga dan memelihara sarana

dan prasarana publik yang sudah terbangun;

4. Masih belum memadainya tingkat penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman

serta rumah layak huni;

5. Masih belum tergarapnya secara optimal Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh agar mememiliki standar yang telah ditentukan.

3.5.2 Isu-isu Strategis Internasional (SDGs) 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan salah satu mandat hasil pertemuan the

United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) yang diselenggarakan di Rio

de Janeiro pada Juni 2012. SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 target dimana tujuan dan

target-target  dari  SDGs ini  bersifat  global  serta  dapat  diaplikasikan secara  universal  dengan

mempertimbangkanrealitas  nasional,  kapasitas  serta  tingkat  pembangunan  yang  berbeda  dan

menghormati  kebijakan  serta  prioritas  nasional.  Adapun  tujuan  dan  indikator  SDGs  yang

berkaitan dengan tupoksi DPKP antara lain:

1. Tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dengan

indikator persentase rumah tangga kumuh perkotaan.

2. Tujuan keenam yaitu Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi

yang  Berkelanjutan  dengan  indikator  Proporsi  rumah  tangga  yang  teelayani  sistem

pengelolaan air limbah terpusat.

3 Tujuan Kesebelas yaitu Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan

Berkelanjutan dengan indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap

hunian yang layak dan terjangkau.
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3.5.3 Isu-isu Strategis Terkait Infrastruktur 

Berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman

Kabupaten  Situbondo,  bahwa  isi-isu  strategis  yang  berkaitan  dengan  infrastruktur  dapat

disampaikan sebagai berikut :

1. Upaya  untuk  percepatan  guna  penurunan  angka  Backlog  perumahan  melalui

pembangunan  Rusun  Sewa  (Rusunawa)  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah

(MBR) dan penyediaan PSU Perumahan;

2. Kemampuan  dalam  pemenuhan  ketersediaan  infrastruktur  pelayanan  dasar  bagi

masyarakat masih memerlukan perhatian, dorongan dan percepatan, melalui dukungan

ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan

prasarana perumahan dan kawasan permukiman.

3.5.4 Isu-isu Kebijakan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Situbondo  Nomor  9  Tahun  2013  tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 yang telah ditetapkan,

maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  sebagai  matra  spasial  pembangunan  belum

dijadikan  acuan  sepenuhnya  dalam  implementasi  oleh  berbagai  sektor,  sehingga

berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. 

2. Hal sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat dengan ditandai semakin meningkatnya

segala bentuk alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu pengawasan dan pengendalian

pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi atas pemanfaatan ruang

sesuai dengan yang tertuang dan termaktub dalam RTRW yang telah ditetapkan.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai

atau  dihasilkan  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  sampai  5  (lima)  tahun  kedepan.  Dengan

ditetapkannya tujuan stratejik ini, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Situbondo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi  visi  misinya  dalam kurun waktu 1 (satu)  sampai  5 (lima) tahun kedepan dengan

mempertimbangkan segala bentuk sumberdaya dan kemampuan yang dimilikinya.  Lebih dari

itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Situbondo untuk mengatur sejauh mana visi dan misi organisasi akan

diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar dapat diukur tingkat keberhasilan organisasi

di dalam mencapai tujuan stratejiknya, maka setiap stratejik yang ditetapkan haruslah memiliki

indikator kinerja (Performance Indicator) yang terukur.

Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan

terhadap misi serta program yang telah ditetapkan.   Tujuannya  yaitu: “Meningkatkan kualitas

pembangunan perumahan dan kawasan layak huni “

4.1.2   Sasaran Jangka Menengah

Sasaran  merupakan  bagian  yang  integral  dalam  proses  perencanaan  strategis  Fokus

utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya

dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

organisasi  dalam  jangka  waktu  tahunan,  semesteran,  triwulanan  atau  bulanan.  Sasaran

diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehinggga dapat diukur dan lebih spesifik. Sasaran yang

ingin dicapai oleh  Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo adalah

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman. Secara sistematika keterkaitan antara Visi,

Misi  dan Sasaran Strategis  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat  digambarkan

sebagaimana pohon kinerja pada gambar 4.1 
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V I S I
Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri Serta Lebih Beriman,

Bersejahtera dan Berkeadilan

M I S I Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal

Sasaran RPJMD yang diampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Berkelanjutan

Indikator Sasaran RPJMD Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (ILKI)

Tujuan OPD Meningkatkan kualitas Pembangunan Rumah dan Kawasan Layak Huni

Indikator Tujuan OPD Persentase rumah tidak layak huni menjadi layak huni
Persentase penurunan
kawasan permukiman

kumuh

Sasaran OPD
Meningkatnya kualitas 

perumahan dan kawasan permukiman

Indikator Sasaran OPD
Prosentase penurunan  Rumah

Tidak Layak Huni 
Prosentase penurunan kawasan permukiman kumuh

Program Prioritas OPD
Program Pengembangan

Perumahan

Program Lingkungan
Sehat Perumahan dan

Permukiman

Program Pengelolaan
Lingkungan Perkotaan

Indikator Program 
Persentase rumah tidak layak

huni menjadi layak huni

Prosentase Perumahan
dan Permukiman yang
Lingkungannya  Sehat 

Persentase taman yang
dibangun

Persentase penerangan jalan
umum yang dibangun

Gambar 4.1 Pohon Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN
INDIKATOR

TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN PADA TAHUN KE-

SASARAN
INDIKATOR
SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- Ket

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan 
kualitas 
pembangunan 
perumahan 
dan kawasan 
layak huni
 

Persentase 
rumah tidak 
layak huni 
menjadi 
layak huni

32% 37.78% 52.99
%

68.34
%

83.69
%

99.04
%

Meningkatnya 
kualitas 
perumahan dan
kawasan 
permukiman
 

Persentase 
penurunan 
rumah tidak 
layak huni 

32% 37.78
%

42.89
%

43.41
%

47.22
%

51.02
%

IKU
Persentase 
penurunan 
kawasan 
permukiman
kumuh

n/a 80,00% 60.54
%

60.54
%

48.45
%

36.36
%

Persentase 
penurunan 
kawasan 
permukiman 
kumuh

n/a 80,00
%

60.54
%

60.54
%

48.45
%

36.36
%

TUJUAN
PENDUKUNG

SASARAN
DUKUNGAN

NON
IKU

Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 
perangkat 
daerah

Capaian 
nilai SAKIP 
perangkat 
daerah

n/a 73,41

BB

80,98

A

81,30

A

82,15

A

83,55

A

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Capaian nilai
SAKIP 
perangkat 
daerah

n/a 73,41

BB

80,98

A

81,30

A

82,15

A

83,55

A
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Tabel 4.2
Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan 

NO
KINERJA UTAMA /

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA
FORMULA PENGUKURAN

Meningkatkan kualitas 

pembangunan 

perumahan dan kawasan 

layak huni

Persentase  rumah  tidak  layak

huni menjadi layak huni

Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani

Total Jumlah rumah tidak layak huni
x 100%

Persentase penurunan kawasan 

permukiman kumuh

Total Luas Kawasan Kumuh - Luas Kawasan
Kumuh yang ditangani

Total Luas Kawasan Kumuh
   x 100%
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Tabel 4.3
Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran

NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA

UTAMA
FORMULA PENGUKURAN

Meningkatnya kualitas 

perumahan dan kawasan 

permukiman

Persentase penurunan rumah 

tidak layak huni 

Jumlah Rumah tidak layak huni yang ditangani

Total jumlah RTLH 
x 100%

Persentase penurunan kawasan 
permukiman kumuh

Total Luas Kawasan Kumuh - Luas Kawasan
Kumuh yang ditangani

Total Luas Kawasan Kumuh
x 100%
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai  dengan  prioritas  pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Situbondo,  maka

pembangunan  dibidang  perumahan  khususnya  pada  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan

Permukiman Kabupaten Situbondo yaitu lebih diarahkan sepenuhnya untuk mendukung usaha

dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Oleh sebab itu  guna mewujudkan hal  tersebut  sesuai  dengan visi  dan  misi  yang telah

dicanangkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Situbondo  beserta  tujuan  dan  sasaran  yang  telah

dirumuskan dan ditetapkan,  maka diperlukan suatu penetapan tentang langkah-langkah usaha

serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi tersebut yaitu dalam bentuk strategi dan

arah  kebijakan  pembangunan  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten

Situbondo  Tahun  2016-2021.  Strategi  dan  arah  kebijakan  adalah  merupakan  suatu  rumusan

perencanaan yang lebih komperhensif tentang bagaimana tata cara mencapai tujuan dan sasaran

agar lebih efektif,  efisien,  berhasil  guna dan berhasil guna. Sedangkan rumusan dari  strategi

adalah merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana tujuan dan sasaran

tersebut  akan  dicapai,  yang  selanjutnya  diperjelas  dengan  serangkaian  dalam  bentuk  arah

kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi dimaksud

harus dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi yang menjadi landasan utama pelayanan

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

5.1 Strategi

Pengertian strategi  adalah suatu cara untuk mewujudkan tujuan,  yang dirancang secara

konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensip, yang diwujudkan dalam bentuk

kebijakan dan program/kegiatan. Strategi pada Program Pengembangan Perumahan antara lain:

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat sangat

miskin;

2. Pembangunan Sarana dan Prasana di Perumahan dan Permukiman;

3. Melakukan renovasi Gedung Negara Bersejarah;

4. Penyelenggaraan  studi-studi  inventarisasi  potensi,  permasalahan  dan  kebutuhan

infrastruktur permukiman.

5. Pengembangan sistem pengolahan air limbah Lingkungan Permukiman Dan Perumahan;

6. Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah di Lingkungan Kumuh;
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7. Pembangunan  dan  perbaikan  saluran  drainase  di  Perumahan  Dan  Permukiman  di

Lingkungan Kumuh.

Analisis SWOT juga dapat digunakan dalam menganalisa strategi yang akan dicapai

oleh OPD dalam mencapai tujuannya. Analisis  SWOT merupakan strategi  perencanaan  yang

digunakan oleh Organisasi  untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam mencapai tujuan. Keempat faktor itulah

yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). 

Berdasarkan analisa faktor internal dan eksternal yang ada dapat dirumuskan strategi

dalam mencapai tujuan OPD sebagaimana matrik SWOT berikut:

                          Internal

     Eksternal

Strengths (Kekuatan)
- Jumlah  Sumber  Daya  Manusia

yang ada
- Peraturan  Bupati  ttg  Tupoksi

DPKP dibidang Perumahan dan
Permukiman

Weeknesses (Kelemahan)
- Belum  lengkapnya  data  base

untuk masing – masing bidang.
- Terbatasnya  kualitas  aparatur

yang menguasai bidang teknis
- Lemahnya  koordinasi  dan

komunikasi 
- Keterbatasan  anggaran  untuk

pembangunan infrastruktur

Opportunity (Kesempatan)
- Program Pemda dibidang 

Perumahan dan 
Permukiman

-  Adanya kesempatan 
mengikuti pendidikan dan 
pelatihan 

- Perkembangan teknologi 
dan informasi

- Masyarakat 

Strategi S-O
- Mempedomani peraturan – 

peraturan untuk kesempurnaan 
pelaksanaan dan pembangunan 

- Optimilisasi Sumber Daya 
Manusia didalam pelaksanaan 
pembangunan 

- Effiensi anggaran 
-  Mendorong peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan

Strategi W-O
- Meningkatnya ketersediaan data

dan informasi yang akurat 
dengan pemanfaatan teknologi 
informasi 

-  Meningkatkan profesionalisme 
aparatur dengan mengikuti 
pendidikan, pelatihan dan 
bimbingan teknis

Treath (Ancaman)
- Belum optimalnya 

pemahaman Stake holder 
dan OPD di bidang 
pembangunan  perumahan 
permukiman. 

- Belum optimalnya 
komitmen dan konsistensi 
kebijakan pembangunan 
perumahan permukiman.

- Belum optimalnya 
kepercayaan masyarakat 
terhadap Pemerintah 
Daerah

Strategi S-T
- Meningkatnya pemahaman 

Stake Holder dan OPD dibidang
pembangunan 

- Meningkatnya konsistensi dan 
komitmen kebijakan di bidang 
pembangunan

Strategi W-T
- Meningkatkan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 
pembangunan

-  Mendorong OPD untuk 
menyediakan data dan informasi
yang akurat

Gambar 5.1 Matrik SWOT DPKP
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5.2     Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan

dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dalam menentukan strategi memerlukan

persepsi  dan  tekanan  khusus  dalam  bentuk  kebijakan.  Elemen  penting  dalam  menyiapkan

kebijakan  adalah  kemampuan untuk menjabarkan strategi  kedalam kebijakan-kebijakan  yang

cocok dan dapat dilaksanakan. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk

dijadikan  pedoman,  pegangan  atau  petunjuk  dalam  pengembangan  ataupun  pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian

sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan

dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri

dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

Adapun definisi masing-masing perspektif adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan

kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan

layanan apa yang harus diberikan 

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat

dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai  dari  proses inovasi,

pengembangan  barang/jasa  public,  dan  penyerahan layanan pada  segmentasi  masyarakat

yang sesuai. 

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang

mengungkit  kinerja  masa  depan  berupa  investasi  pada  perbaikan  SDM,  sistem,  dan

pemanfaatan  teknologi  informasi  bagi  peningkatan  kinerja  operasional  pemerintahan

daerah. 

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk

mengefektifkan alokasi anggaran,  efisiensi belanja dan upaya-upaya untuk meningkatkan

kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.
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Tabel 5.1 
Mapping Strategi Berdasarkan Prespektif

No Perspektif Kebijakan Program

1 Perspektif
Masyarakat

 Pemenuhan kebutuhan 
Rumah Layak Huni bagi 
masyarakat terutama 
masyarakat sangat miskin

 Peningkatan penyediaan 
sarana prasarana lingkungan
perkotaan dan pemukiman 
kawasan kumuh

 Pembangunan sarana 
prasarana di perumahan dan
permukiman 

 Inventarisasi potensi, 
masalah, dan kebutuhan 
infrastruktur perumahan dan
permukiman

 Program Pengembangan 
Perumahan

 Program Lingkungan Sehat 
Perumahan dan Permukiman

 Program Pengelolaan 
Lingkungan Perkotaan

2 Perspektif proses
internal

Peningkatan pemenuhan 
administrasi perkantoran, sarana
dan prasarana

 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur

3 Perspektif
kelembagaan

Peningkatan pembinaan dan 
pengembangan potensi 
kemampuan pegawai dalam 
kualitas kinerja serta dalam 
perencanaan dan pelaporan

 Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 

4 Perspektif
keuangan

Pendanaan  pada  program  dan
kegiatan
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Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI     :  Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang  Madani,  Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera 
dan Berkeadilan

MISI    :   Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam 
pembangunan

Tujuan Sasaran
Strategi
RPJMD

Strategi
SKPD

Kebijakan

Meningkatkan 
kualitas 
pembangunan 
perumahan 
dan kawasan 
layak huni

Meningkatnya 
kualitas 
perumahan 
dan 
permukiman

1 Peningkatan 
rumah dan 
kawasan 
layak huni

1. Peningkatan 
pemenuhan 
kebutuhan 
hunian yang 
layak, 
khususnya bagi 
masyarakat 
miskin.

2. Peningkatan 
pemenuhan 
sarana prasarana
perkotaan dan 
pemukiman 
kumuh.

1. Peningkatan pemenuhan
perumahan yang layak 
huni bagi seluruh 
masyarakat, khususnya  
masyarakat sangat 
miskin;

2. Pembangunan sarana 
prasarana di perumahan 
dan permukiman;

3. Peningkatan penyediaan 
sarana prasarana 
lingkungan perkotaan 
dan pemukiman 
kawasan kumuh;

4. Inventarisasi potensi, 
masalah, dan kebutuhan 
infrastruktur perumahan 
dan permukiman.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta usaha dan upaya yang dilakukan untuk mengetahui tingkat

capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan

kegiatan  yang  sistemik,  sistematis  dan  terpadu  untuk  mendapatkan  hasil  yang  dilaksanakan

Perangkat Daerah guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya program dan

kegiatan,  maka  diharapkan  pula  dapat  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang

dihadapi.  Program  dan  kegiatan  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  yang

direncanakan  untuk  Periode  Tahun  2016-2021  yaitu  meliputi  program  dan  kegiatan  yang

dituangkan  dalam  Rencana  Strategis  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  yang

mengacu  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten

Situbondo dalam rangka untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Adapun semua

program yang akan dilaksanakan dapat disampaikan secara rinci  dibawah ini :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 
3 Program  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  Dan

Keuangan
4 Program Pengembangan Perumahan

5 Program Lingkungan Sehat Perumahan Dan Permukiman
6 Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan

Berdasarkan perubahan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang semula Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang  menjadi Dinas Perumahan  Dan Kawasan Permukiman

maka   Program dan kegiatan  yang dilaksanakan  pada   Tahun Anggaran   2016 yang bukan

merupakan  kewenangan dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tidak dianggarkan

kembali. Sedangkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo secara

lebih lengkap dan terperinci dapat dilihat dalam Tabel 6.1.
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Tabel 6.2
Formulasi Perhitungan Program Pembangunan

NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULA PENGUKURAN

1. Program Pengembangan 

Perumahan

Persentase  rumah  tidak  layak

huni menjadi layak huni

Jumlah RTLH yang akan ditangani

Jumlah Total RTLH 
x 100%

2 Program Lingkungan 

Sehat Perumahan dan 

Permukiman

Persentase perumahan dan 

permukiman yang 

lingkungannya sehat

Jumlah masyarakat yang terlayani sanitasi

lingkungan (kk)

Jumlah penduduk di Kabupaten (kk)
x 100%

3 Program Pengelolaan 

Lingkungan Perkotaan

Persentase taman yang dibangun Luas taman yang dibangun (m2)

Total luas taman yang yang akan dibangun
(selama 5 th) (m2)

x 100%

Persentase penerangan jalan 
umum yang dibangun 

Jumlah PJU yang dipasang (titik)

Target keseluruhan PJU

x 100%
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam  rangka  pencapaian  kinerja  yang  diharapkan  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan

Permukiman  Kabupaten  Situbondo  dapat  dijabarkan  melalui  indikator-indikator  yang  secara

langsung  menunjukkan  kinerja  yang  akan  dicapai  oleh  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan

Permukiman Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu  dari

Tahun  2016-2021  sebagai  bentuk  komitmen  untuk  mendukung  dari  pencapaian  tujuan  dan

sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo

yang telah ditetapkan.

Selanjutnya bentuk-bentuk Indikator kinerja (outcame) Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman  Kabupaten  Situbondo  yang  mengacu  pada  tujuan  dan  sasaran  dari  Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Situbondo  dimaksud  dapat

dipaparkan dan ditampilkan sebagaimana Tabel 7.1. 

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No
Indikator Kinerja

Sasaran

Kondisi
Kinerja

Pada
Awal

Periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
Kinerja

pada
akhir

periode
RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Persentase  
penurunan rumah 
tidak layak huni 

32 % 32% 37,78% 42,89% 43.41% 47.22% 51.02% 51.02%

2 Prosentase 
penurunan kawasan
pemukiman kumuh 

N/A n/a 80,00% 60.54% 60.54% 48.45% 36.36% 36.36%
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BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo

Tahun 2016-2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat

Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021  yang berisikan  tentang penjabaran visi dan misi dari

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun  ke

depan  dalam  rangka  mewujudkan  perencanaan  pembangunan  Kabupaten  Situbondo  yang

berdasarkan serta  disesuaikan dan diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Situbondo Terpilih

2016-2021. Oleh sebab itu, maka dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan

Kawasan  Permukiman Kabupaten  Situbondo  haruslah  memperhatikan  semua  perubahan  dan

perkembangan yang telah terjadi sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi yang dimiliki oleh

Kabupaten Situbondo serta pula harus tetap memperhatikan berbagai saran, kritik dan masukan

serta  aspirasi  masyarakat  yang  dinamis  guna  mendukung  pencapaian  tujuan  Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Dengan  didukung oleh  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  potensial,  handal

dan  profesional  yang  dimilikinya,  maka  diharapkan  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan

Permukiman  Kabupaten  Situbondo  akan  selalu  senantiasa  terus  berupaya  serta

berusaha untuk mewujudkan komitmen yang telah disusun, dibangun, disepakati dan ditetapkan

tersebut.  Disamping itu  pula Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten  Situbondo Tahun  2016-2021 haruslah  disusun dengan  memperhatikan  pula hasil

telaahan dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam  Rencana Strategis Dinas

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015  serta dengan

mengartikulasikan visi dan misi Bupati Situbondo Terpilih Tahun 2016-2021 yang telah tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hasil  pelaksanaan  Rencana  Strategis Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman

Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 tersebut, untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai salah

satu  tolok  ukur  dari  keberhasilan  Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten

Situbondo  yang  disampaikan  dalam  bentuk  Laporan  Kinerja  (LAKIP),  Laporan  Standar

Pelayanan  Minimal  (SPM),  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  dan

Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPj)  Bupati  Situbondo  pada  setiap  akhir  tahun

anggaran dengan  cara  menilai  dari  aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan

efektifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
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Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Situbondo 2016-2021 ini pada hakekatnya adalah untuk keselarasan  dan kesinambungan dari

perencanaan program jangka menengah periode 5 (lima) tahun yang telah lalu dengan periode 5

(lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025.

Situbondo, 09 September 2019

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SITUBONDO

Pembina Utama Muda
NIP. 19610726 199307 1 001
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